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Umbara, Imam Rahmat. Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Kelalaian Yang 
Menyebabkan Kebakaran Hutan (Studi Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2019/PN 
Slw). Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas 
Pancasakti Tegal. 2021. 
Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab terjadinya degradasi 
lahan yang dapat mempengaruhi kualitas tanah dan menurunkan kesuburan tanah. 
Kejadian ini dapat terjadi karena di sengaja ataupun tidak di sengaja penyebab 
meningkatnya degradasi dan deforestasi hutan dan lahan adalah pembakaran 
hutan. Hal ini harus mendapat perhatian lebih, bahwa ternyata banyak masyarakat 
yang tidak mengetahui bahwasanya setiap melakukan pembakaaran ada izinnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hukum tindak 
pidana pembakaran hutan dalam hukum positif di Indonesia dan mengkaji sanksi 
pidana terhadap pelaku yang turut serta karena kelalaiannya yang menyebabkan 
kebakaran hutan pada putusan nomor 151/Pid.B/LH/2019/PN Slw. Jenis 
penelitian adalah riset kepustakaan dengan pendekatan penelitian hukum 
normatif. Sumber data utamanya adalah data sekunder. Analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan 
teknik analisis isi (content analysis) dan dengan cara berfikir deduktif. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana 
pembakaran hutan dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf d, 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) huruf h dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 56 ayat (1), dan KUHP Pasal 187 dan 
189. Sanksi pidana terhadap pelaku yang turut serta karena kelalaiannya yang 
menyebabkan kebakaran hutan pada putusan nomor 151/Pid.B/LH/2019/ PN Slw 
berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana 
denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila 
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) 
bulan. Sanksi pidana yang diberikan hakim sudah benar sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 
78 ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf (d) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pemidanaan bukan saja 
sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (aspek edukatif) 
kepada orang yang melakukan tindak pidana. 
 




Umbara, Imam Rahmat. Juridical Review of the Criminal Law of Negligence 
That Causes Forest Fires (Study of Decision Number 151/Pid.B/LH/2019/PN 
Slw). Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal 
Pancasakti University. 2021. 
Forest fires are one of the causes of land degradation that can affect soil 
quality and reduce soil fertility. This incident can occur because intentionally or 
unintentionally the cause of increased forest and land degradation and 
deforestation is forest burning. This matter should get more attention, that it turns 
out that many people do not know that every time they burn there is a permit.  
This study aims to describe the legal regulation of forest fires in positive 
law in Indonesia and examine criminal sanctions against perpetrators who 
participated due to their negligence that caused forest fires in decision number 
151/Pid.B/LH/2019/PN Slw. The type of research is library research with a 
normative legal research approach. The main data source is secondary data. Data 
analysis used in this study is qualitative data analysis using content analysis 
techniques and deductive thinking.  
The results of this study concluded that the legal regulation of forest fires 
in positive law in Indonesia is regulated in Law Number 41 of 1999 concerning 
Forestry Article 50 paragraph (3) letter d, Law Number 32 of 2009 concerning 
Environmental Protection and Management Article 69 paragraph (1) letters h and 
paragraph (2), Law Number 39 of 2014 concerning Plantations Article 56 
paragraph (1), and the Criminal Code Articles 187 and 189. Criminal sanctions 
against perpetrators who participate because of their negligence causing forest 
fires in decision number 151/Pid.B/LH/2019/PN Slw in the form of imprisonment 
for 1 (one) year and 4 (four) months and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one 
billion rupiah) provided that the fine is not paid is replaced with imprisonment for 
3 (three) months. The criminal sanction given by the judge is correct in 
accordance with the applicable legislation, namely the defendant's actions are 
regulated and subject to criminal sanctions Article 78 paragraph (4) in conjunction 
with Article 50 paragraph (3) letter (d) Law no. 41 of 1999 concerning Forestry in 
conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code. Punishment is 
not only a retaliation but also to be able to provide guidance (educational aspect) 
to people who commit criminal acts.  
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Api adalah ujian emas; kesulitan, orang kuat.  
(Martha Graham)  
 
Orang yang memadamkan api dengan api biasanya berakhir dengan abu. 
(Abigail Van Buren) 
 
Hutan adalah aset paling berharga yang dimiliki oleh suatu negara, kegagalan 
negara menjaga hutannya maka gagal dalam menjaga kesehatan masyarakatnya. 
(Imam Rahmat Umbara) 
  
Semakin kalian bakar hutan kami, semakin kami melawan! Lawan pelaku 
pembakaran hutan sampai ke korporasinya, jangan hanya oknum pelakunya saja, 
tetapi para atasan dan perusahaannya juga! 
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A. Latar Belakang  
Hutan sebagai salah satu bagian lingkungan ekosistem kehidupan yang 
mempunyai beberapa fungsi, seperti penghasil kayu, sumber plasma nutfah, 
habitat flora dan fauna serta sebagai pengatur tata air dan pengawetan tanah. 
Selain fungsi tersebut hutan juga mempunyai kedudukan sebagai salah satu 
penyangga sistem kehidupan yang memberikan manfaat yang besar bagi 
kehidupan manusia sehingga harus dijaga kelestariannya.  
Hutan merupakan suatu kekayaan alam yang dianugrahkan Tuhan 
Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Sebagai 
bukti, luas hutan di Indonesia kurang lebih sekitar 144 juta ha atau 52,3% dari 
luas seluruh wilayah Indonesia.1 Hutan Indonesia terkenal dengan 
keberagaman ekosistemnya yang dimulai dengan hutan tropis dataran rendah, 
hutan tropis dataran tinggi, hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan 
bakau, dan jenis hutan lainnya. Hutan ini akan memberikan manfaatnya 
apabila disertai dengan pengelolaan yang baik dan pemanfaatan yang 
berkesinambungan.2  
Hutan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa 
hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan alam berisi sumber 
                                                 
1 Salim, Dasa-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 1. 
2 Supriadi, Hukum, Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Jakarta: Sinar 




daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam Komunitas alam 
lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang 
lainnya. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting fungsinya 
untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan 
kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup. Sebagai kekayaan alam 
milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan 
hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat 
memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri.  
Hutan Indonesia yang telah menyusut dengan tingkat penyusutan yang 
sedemikian memprihatinkan, antara lain disebabkan oleh pembakaran liar 
yang frekuensinya sangat tinggi. Bahkan, undang-undang yang melindungi 
lingkungan khususnya hutan tidak mampu menghentikan pembakaran liar 
yang terjadi pada hutan-hutan Indonesia. Guna menanggulangi permasalahan 
hutan, perlu dilakukan upaya pengembalian fungsi-fungsi hutan. Hutan yang 
gundul harus ditanami kembali. Selain itu, yang disengaja atau pun tidak. 
perusakan yang disengaja adalah pembalakan dan pembukaan hutan. 
Perusakan hutan yang tidak disengaja adalah kerusakan, misalnya kebakaran 
hutan atau lahan.3 
Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab terjadinya degradasi 
lahan yang dapat mempengaruhi kualitas tanah dan menurunkan kesuburan 
tanah.  Kejadian  ini  dapat  terjadi  karena  di sengaja ataupun tidak di sengaja  
                                                 
3 Napitupulu, Albert, Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan, Bogor: IPB 




penyebab meningkatnya degradasi dan deforestasi hutan dan lahan adalah 
pembakaran hutan. Melakukan pembakaran untuk persiapan lahan bukan 
merupakan fenomena baru di daerah tropis seperti Indonesia. 
Laporan terbaru Greenpeace Asia Tenggara ‘Karhutla Dalam Lima 
Tahun Terakhir’ mengungkap kegagalan total pemerintah Indonesia dalam 
melindungi hutan dan lahan gambut dari pembakaran. Terungkap sekitar 4,4 
juta hektar lahan atau setara 8 kali luas pulau Bali terbakar antara tahun 2015-
2019. Laporan tersebut menyoroti sejumlah perusahaan perkebunan paling 
merusak yang beroperasi di negara ini, antara 2015-2019 sebanyak 4,4 juta 
hektar lahan telah terbakar di Indonesia. Sekitar 789.600 hektar kawasan ini 
(18 persen diantaranya) telah berulang kali terbakar. 1,3 juta hektar (30 
persen) dari area kebakaran yang dipetakan antara 2015-2019 berada di 
konsesi kelapa sawit dan bubur kertas (pulp).4 Jadi dapat dikatakan bahwa 
tidak hanya faktor alam yang berpengaruh misalnya udara yang sangat panas 
disaat musim kemarau, namun juga karena ulah manusia yang tidak sadar 
akan pentingnya hutan dan sikap yang ceroboh. 
Kebakaran hutan bisa terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. 
Faktor kesengajaan berupa kegiatan ladang, perkebunan, penyiapan lahan 
untuk pertanian, dan sebagainya merupakan faktor dominan yang 
menyebabkan terjadinya kebakaran hutan, yaitu sekitar 90%. Sedangkan 
                                                 
4 https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/44219/karhutla-dalam-lima-tahun-




faktor ketidaksengajaan dapat disebabkan karena faktor alami atau karena 
kelalaian manusia.5  
Sebagai konsekuensi dari sering terjadinya kebakaran hutan yang 
dilakukan oleh manusia, secara tegas harus dilarang. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan dalam undang-undang Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan. Selain itu juga Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 
tentang Perlindungan Hutan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang 
membakar hutan. Sedangakan upaya perlindungan hutan dari kebakaran yang 
dilakukan oleh pemerintah sudah diatur dalam Pasal 18 peraturan pemerintah 
tersebut. Oleh karena itu melindungi hutan dari kebakaran merupakan suatu 
masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus.6 
Dewasa ini banyak terjadi pembakan hutan, yang dilakukan dengan 
kesengajaan oleh pihak-pihak tertentu. Pembakaran hutan secara sengaja pada 
hakikatnya merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-
undang kehutanan dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Terdapat beberapa 
kasus pembakaran hutan yang diproses melalui pengadilan dengan 
menerapkan tindak pidana kehutanan. Sebagai salah satu contoh adanya tindak 
pidana pembakaran hutan yang disebabkan kelalaian yaitu tindak pidana 
kelalaian yang menyebabkan kebakaran hutan dalam Putusan No. 151/Pid.B/ 
LH/2019/PN Slw yang terjadi di Kawasan Hutan Pinus Desa Kalibakung 
Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.  
                                                 
5 Purbawaseso, Bambang, Pengendalian Kebakaran Hutan, Suatu Pengantar, Jakarta: 
Rineka Cipta, 2004, hal. 1-7. 




Terdakwa Tarmad Bin Wasrip bersama-sama dengan saksi SUMIIN 
alias Mi’in Bin Roni dan Sugiyanto Alias Sugi pada hari Minggu, tanggal 06 
Oktober 2019 sekira pukul 11.30 wib di Kawasan Hutan Pinus Petak 4b Clirit 
Perhutani KPH Pekalongan Barat BKPH Bumijawa RPH Kalibakung Kec. 
Balapulang Kab. Tegal melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta 
melakukan, karena kelalaiannya membakar hutan.  
Awalnya mereka bertiga berangkat menuju ke kawasan hutan untuk 
mencari landak. Sesampainya di lokasi mereka bertiga mulai menggali lobang 
landak tersebut dengan bergantian dan terdengar adanya pergerakan dari 
dalam lobang. Sehingga mereka meyakini masih ada landak di dalam lobang 
tersebut. Guna mempercepat landak keluar dari sarangnya kemudian mereka 
bertiga berupaya memancing landak keluar dengan mengasapi lobang. 
Terdakwa Tarmad bin Wasrip membakar patahan/tatalan kayu pinus kering 
yang sudah disusun dengan korek api gas milik dari Sugiyanto setelah 
patahan/tatalan kayu pinus kering terbakar oleh terdakwa Tarmad bin Wasrip 
dan Sugiyanto mengipas-ngipasnya dengan daun secara bergantian sehingga 
api membesar dan menimbulkan asap. Namun demikian, ternyata ada percikan 
api yang keluar dan membakar rumput kering di sekitar lubang landak, hingga 
akhirnya api menjadi besar dan susah untuk dipadamkan meluas hingga 
membakar benda/barang serta tanaman yang ada di kawasan hutan pinus petak 
4b, 4a, 4c dan 1q Clirit Perhutani KPH Pekalongan Barat BKPH Bumijawa 
RPH Kalibakung dengan total keseluruhan kawasan hutan yang terbakar 




Mencermati perbuatan terdakwa tersebut di atas, tentu hal ini harus 
mendapat perhatian lebih, bahwa ternyata banyak masyarakat yang tidak 
mengetahui bahwasanya setiap melakukan pembakaaran ada izinnya. Perlu 
ada sosialisasi agar banyak pihak mengetahui tentang peraturan pembakaran 
lahan. Pihak terkait juga perlu melakukan pengawasan secara intensif. 
Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku yang turut serta melakukan pembakaran 
lahan, perlu ada suatu sanksi tegas baik administratif maupun penjara, agar 
kemudian orang lain tidak melakukan tindakan yang sama. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami 
lebih jauh lagi permasalahan tentang penyelesaian hukum tentang pembakaran 
hutan dengan cara melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok 
permasalahan yang diangkat dengan judul “Tinjauan Yuridis Hukum Pidana 
Kelalaian yang Menyebabkan Kebakaran Hutan (Studi Putusan Nomor 
151/Pid.B/LH/2019/PN. Slw.)” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, untuk 
membatasi permasalahan penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pembakaran hutan dalam 
hukum positif di Indonesia? 
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku yang turut serta karena 





C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mendeskripsikan pengaturan hukum tindak pidana pembakaran 
hutan dalam hukum positif di Indonesia.  
2. Untuk mengkaji sanksi pidana terhadap pelaku yang turut serta karena 
kelalaiannya yang menyebabkan kebakaran hutan pada putusan nomor 
151/Pid.B/LH/2019/PN Slw. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca 
dan semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari 
penelitian ini, baik secara teoritis maupun dari secara praktis, antara lain:  
1. Secara Teoritis 
Memberikan informasi, kontribusi pemikiran dalam menambah wawasan 
pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam lingkup tindak 
pidana pembakaran hutan. Hasil penelitian ini juga menambah 
kepustakaan keilmuan dan literatur serta dapat dijadikan rujukan atau 
perbandingan bagi penelitian hukum sejenis selanjutnya. 
2. Secara Praktis 
Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi pemahaman kepada 
masyarakat tentang sanksi hukum tindak pidana pembakaran hutan 
sehingga diharapkan masyarakat dapat mencegal segala hal yang 




penegak hukum mulai dari pihak kepolisian, kehakiman serta para bagian 
penegak hukum untuk lebih tegas menegakkan hukum terkait dengan 
tindak pidana pembakaran hutan. 
E. Tinjauan Pustaka  
Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berupa hasil penelusuran peneliti 
terhadap penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya dapat dijadikan peneliti 
sebagai bahan rujukan. berikut beberapa penelitian terdahulu yang masih 
berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
1. Rijayanti dan Hertiwiningsih (2015), Tindak Pidana Pembakaran Hutan 
dan Lahan (Studi Putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN Siak).7  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak 
pidana pembakaran hutan dan lahan dan mengevaluasi pertimbangan 
hakim dalam memutus perkara pembakaran hutan dan lahan dalam 
putusan nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak. Penelitian termasuk penelitian 
hukum normatif bersifat preskriptif dan teknis atau terapan dengan 
pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian 
adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik 
analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang 
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Hukum Pidana tahun 2015 belum memberikan pengaturan khusus 
mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Pengaturan pidana 
pembakaran hutan dan lahan secara khusus terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 
Putusan hakim dalam perkara Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak belum tepat 
mengenai penerapan pasal, penjatuhan sanksi dan pertimbanganya, karena 
belum mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan serta kemanfaataan. 
2. Rahmadanti dan Wahyuningsih, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Kalimantan 
Barat.8 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor 
penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di 
Provinsi Kalimantan Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan 
yuridis sosiologis, yaitu penulisan yang tidak hanya menggunakan 
peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan prinsip-prinsip 
dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah-masalah, melainkan 
penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam prakteknya. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab 
terjadinya tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat 
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yaitu adalah faktor kebutuhan, kelalaian, dan cuaca. Penerapan sanksi 
pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Pengadilan 
Negeri Pontianak sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi hakim di 
Pengadilan Negeri Pontianak dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku 
tindak pidana pembakaran hutan yaitu adalah kurangnya penguasaan 
hakim terhadap ilmu hukum untuk menangani perkara pembakaran hutan, 
sudut pandang hakim yang berdasarkan dengan keyakinan hati nurani 
untuk memutus suatu perkara tindak pidana pembakaran hutan, dan 
sulitnya pembuktian karena tidak adanya saksi saat tindak pidana 
pembakaran hutan itu terjadi. 
3. Meinika (2019), Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembakaran 
Hutan dan Lahan oleh Korporasi Dikaitkan dengan Prinsip Strict 
Liability.9 
Pokok permasalahan penelitian adalah tindak pidana pembakaran 
hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi tertuang dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Nomor 36/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tjt dan Putusan 
Pengadilan Negeri Nomor 393/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rhl. Jenis penelitian 
adalah penelitian hukum normatif dengan hukum komparatif. Sumber data 
menggunakan data primer, sekunder dan data tersier. 
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Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam putusan Nomor 
36/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tjt tersebut terdakwa dinyatakan tidak terbukti 
bersalah meskipun fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan 
menunjukkan bahwa: Terdakwa melakukan kelalaian dan menimbulkan 
dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Sementara di putusan 
Nomor 393/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rhl dinyatakan bersalah dan divonis 
denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk kelalaian dan 
dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.  
4. Parsaulian, Baginda (2020), Analisis Kebijakan dalam Upaya Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia.10  
Tujuan penelitian untuk menganalisis kebijakan hukum dalam 
penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia dan kebijakan dalam 
penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Metode pendekatan 
menggunakan pendekagan yuridis-normatif dengan jenis penelitian 
dogmatik, bentuk penelitian perskriptif hubungan hukum. Spesifikasi 
penelitian ini yaitu deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode library research. Data dianalisis secara kualitatif-
normatif. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa banyaknya instansi pemerintah 
yang terlibat dalam pengendalian Karhutla seharusnya persoalan Karhutla 
dapat  lebih  mudah  diatasi.  Namun  sejak  Inpres  Pengendalian Karhutla  
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dicanangkan, Karhutla tetap terjadi. Kinerja penanggulangan kebakaran 
juga sulit mencapai target Sebenarnya yang diperlukan bukan banyaknya 
institusi akan tetapi kejelasan peran dan fungsi, selain tata hubungan kerja 
antar institusi. Kelembagaan pengendalian kebakaran hutan berbasis 
masyarakat telah cukup berperan dalam menekan penyebaran Karhutla. 
Namun kelembagaan ini belum terintegrasi dengan lembaga formal desa 
sehingga aktivitas pengendalian kebakaran tidak berkesinambungan.  
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Janis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis riset 
kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian 
yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data 
lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan 
maupun di tempat-tempat lain.11 Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa 
penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data 
yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah 
data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan sesuai 
dengan permasalahan yang diteliti. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian 
hukum  normatif  meletakkan  hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.  
                                                 




Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari 
peraturan-perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin.12 
Penelitian ini memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum, 
dimana penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum 
sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.  
Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan 
argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar 
atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.13 
Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), 
dalam hal ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data 
sekunder berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, teori 
hukum dan pendapat para sarjana untuk mendeskripsikan pengaturan hukum 
tindak pidana pembakaran hutan dalam hukum positif di Indonesia dan 
mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang turut serta karena 
kelalaiannya yang menyebabkan kebakaran hutan pada putusan nomor 
151/Pid.B/LH/2019/PN Slw. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara 
lain buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian 
dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber 
lainnya yang relevan.14 Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data 
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yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud 
antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian 
ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.15 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai 
kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.16 Sebagai landasan 
utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Undang-Undang 
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana.  
b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan 
primer.17 Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah hasil-
hasil penelitian hukum, buku-buku ilmiah, dan jurnal penelitian. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau 
menunjang bahan hukum primer dan sekunder.18 Bahan tersier pada 
penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet yang 
berkaitan dengan tindak pidana pembakaran hutan.  
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan 
(library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data 
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dilakukan melalui data tertulis.19 Studi pustaka merupakan langkah awal 
dalam metode pengumpulan data, yang diarahkan kepada pencarian data dan 
informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, 
gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses 
penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi 
lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada 
situasi sosial yang diteliti.20 
Metode pengumpulan data atau cara yang digunakan oleh peneliti 
untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data 
primer dan sumber data sekunder. Oleh karena sumber data utama berupa data 
sekunder, yaitu data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan teknik dokumentasi. 
5. Metode Analisis Data  
Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data 
kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan 
dengan cara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah 
laku yang diobservasikan dari manusia.21 
Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan 
menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti 
(makna),  simbol,  ide,  atau  beberapa  pesan  yang  dapat   di komunikasikan.  
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Analisis isi (content analysis) adalah sebuah metode analisis yang integratif 
dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, 
dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikasi 
dan relevansinya.22 Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk 
menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang 
bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).23 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada penelitian ini analisis data 
didapatkan dari bahan-bahan yang ada, antara lain putusan pengadilan, buku-
buku penunjang di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku 
yang berkaitan dengan tindak pidana pembakaran hutan. Dari bahan yang 
sudah ada dikumpulkan kemudian dianalisis serta dikembangkan dengan 
bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data 
yang didapatkan dengan tujuan penelitian. 
G. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk lebih memudahkan 
dalam memahami dan memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, berikut 
susunan sistematika penulisan skripsi penelitian ini. 
Bab I  Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
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Bab II  Tindak Pidana Pembakaran Hutan. Bab ini memaparkan teori-teori 
terkait dengan permasalahan penelitian, meliputi tinjauan umum 
tindak pidana, tinjauan umum tentang pembakaran dan kebakaran 
hutan, dan tinjauan umum tentang kelalaian. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan 
pembahasan terkait pengaturan hukum tindak pidana pembakaran 
hutan dalam hukum positif di Indonesia dan sanksi pidana terhadap 
pelaku yang turut serta karena kelalaiannya yang menyebabkan 
kebakaran hutan pada putusan nomor 151/Pid.B/LH/2019/PN Slw. 
Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan 
diuraikan simpulan dari penulis terkait dengan hasil penelitian dan 




TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN 
 
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana  
Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan Strafbaar feit yang 
merupakan istilah Belanda. Selain tindak pidana, terdapat juga beberapa arti 
dari terjemahan Strafbaar feit, diantaranya adalah perbuatan yang dapat 
dihukum, persitiwa pidana, perbuatan pidana, maupun delik. Straf diartikan 
sebagai pidana dan hukum, baar diartikan dapat dan boleh, dan feit diartikan 
sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.24 Jadi strafbaar feit 
adalah perbuatan yang boleh dipidana maupun peristiwa yang boleh dipidana.  
Para ahli hukum mengemukakan istilah yang berbeda-beda dalam 
upayanya memberikan arti dari straafbaar feit. Tidak ditemukannya 
penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan straafbaar feit. Di dalam 
KUHP maupun di luar KUHP, oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk 
memberikan arti dan isi dari istilah itu, yang sampai saat ini belum ada 
keseragaman pendapat.25 Beberapa pandangan ahli mengenai tindak pidana. 
a. Pompe. Tindak pidana sebaga srafbaar feit adalah suatu pelanggaran 
norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga 
dilakukan dengan tidak sengaja.26  
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b. Frans Maramis. Tindak pidana sebagai perbuatan yang pelakunya harus 
dipidana.27  
c. Teguh Prasetyo. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum 
dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini 
selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya 
dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat 
yang diharuskan oleh hukum).28  
Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku 
dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang 
untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah 
melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak 
berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, 
ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada 
yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, 
maka dia dapat dikenai sanksi. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa 
tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atas dasar 
sengaja maupun tidak sengaja dimana perbuatannya (pasif maupun aktif) 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Para ahli hukum pidana 
pada umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian 
tindak  pidana.  Tindak  pidana  merupakan  perbuatan  melakukan  atau  tidak  
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melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap 
pelaku adalah demi terpeliharanya tertib dan terjaminya kepentingan umum. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah 
sebagai berikut: perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak 
berbuat atau membiarkan); diancam dengan pidana (statbaar gesteld); 
melawan hukum (onrechmatig); dan dilakukan dengan kesalahan (met schuld 
in verband stand).29 Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak 
pidana harus dipenuhi unsur adanya perbuatan manusia, memenuhi rumusan 
dalam syarat formal, dan bersifat melawan hukun. Selanjutnya Jonkers 
menyebutkan unsur-unsur tindak pidana antara lain perbuatan (yang), 
melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh 
orang yang dapat), dan dipertanggung jawabkan.30 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum 
menjabarkan unsur tindak pidana ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur 
subjektif dan unsur objektif.31 Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
a. Unsur Subjektif, adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. 
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Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang diakibatkan kesengajaan 
dan kealpaan.  
b. Unsur Objektif, adalah unsur dari luar diri pelaku yang terdiri empat 
unsur, yaitu: 
1) Perbuatan manusia, berupa act (yakni perbuatan aktif atau perbuatan 
positif) dan omission (yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, 
yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan),  
2) Akibat perbuatan manusia. Akibat membahayakan atau merusak, 
bahkan menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.  
3) Keadaan-keadaan. Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara 
lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah 
perbuatan dilakukan, dan  
4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum 
berkenaan dengan alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. 
Adapun sifat melawan hukum, apabila perbuatan itu bertentangan 
dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur 
lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang 
ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir 
(dunia). Unsur-unsur tindak pidana menurut Prasetyo, antara lain: 
a. Unsur Objektf, unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang 




tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari sifat melanggar hukum, 
kualitas dari si pelaku, dan kausalitas.  
b. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau 
yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala 
sesuatu yang tetkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:  
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa),  
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat 
(1) KUHP,  
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya,  
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam Pasal 340 
KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, dan  
5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.32 
3.  Jenis-Jenis Tindak Pidana  
Tindak pidana memiliki beberapa jenis, yakni dikelompokkan 
berdasarkan jenis dan sifatnya, yaitu:  
a. Kejahatan dan Pelanggaran  
Kejahatan (rechtsdelicten) ialah perbuatan yang bertentangan dengan 
pengadilan, diatur dalam buku ke-II KUHP tentang kejahatan. Sedangkan 
pelanggaran (wetsdelictan) ialah suatu delik yang melanggar yang diatur 
dalam undang-undang, dan dalam Buku ke-III KUHP.33  
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b. Delik Fornil dan Delik Materil  
Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada 
perbuatan yang dilarang. Misalnya: Penghasutan, Penyuapan. Sedangkan 
delik materil adalah delik yang rumusannya dititik beratkan kepada apa 
yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat 
yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Misalnya: pembunuhan, penipuan.  
c. Delik Dolus (kesengajaan) dan Delik Culpa (kealpaan)  
Delik dolus (kealpaan) adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. 
Misalnya pada Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan. Sedangkan delik 
culpa (kealpaan) delik yang mempunyai unsur kealpaan atau kesalahan. 
Misalnya pada Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. 
d. Delik Aduan dan Delik Murni  
Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada 
pengaduan dari pihak yang terkena. Sedangkan delik Murni adalah delik 
yang penuntutannya tidak perlu melakukan pengaduan dari pihak korban.  
e. Delik Tunggal dan Berganda  
Delik tunggal adalah delik yang dilakukan dengan perbuatan satu kali. 
Sedangkan delik berganda adalah delik dengan melakukan perbuatan dua 
atau lebih. 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa jenis tindak 
pidana terbagi menjadi lima jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran, delik 
formil dan delik materil, delik dolus (kesengajaan) dan delik culpa (kealpaan), 




4.  Sanksi Pidana  
Sansi pidana lazim disebut juga dengan pidana yaitu penderitaan atau 
nestapa atau sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan 
yang memenuhi unsur-unsur pidana.34 Jenis-jenis pidana sebagaimana telah 
diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):  
a. Pidana Pokok  
1) Pidana mati  
2) Pidana kurungan  
3) Pidana denda  
4) Pidana tutupan.  
b. Pidana Tambahan  
1) Pencabutan hak-hak tertentu  
2) Perampasan barang-barang tertentu  
3) Pengumuman putusan hakim.35 
Sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah 
kasusnya dan akibat adalah hukumanya. Orang yang terkena akibat akan 
memperoleh sanksi baik hukuman penjara atau kurungan dan lainnya. Sanksi 
pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan 
atau yang dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau 
tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan 
hukum. Sanksi pidana pada dasarnya untuk membuat jera pelaku kejahatan.  
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B. Tinjauan Umum tentang Pembakaran dan Kebakaran Hutan  
1. Pengertian Hutan  
Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest 
(Inggris). Forrest merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat 
dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di 
dalam hukum tertentu Inggris kuno, forrest (hutan) berarti suatu daerah 
tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan 
burung-burung hutan.36  
Menurut Dangler, hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh 
pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, 
dan sebgainya tidak lagi menetukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi 
oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru, tumbuh pada tempat yang cukup luas 
dan tumbuh cukup rapat”. Lebih lanjut menurut Dangler, yang menjadi ciri 
hutan adalah adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas, dan 
pepohonan tumbuh secara berkelompok.37 
Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang telah tersedia dan 
telah ada sejak bumi terbentuk serta tidak memiliki nilai yang bisa 
diperhitungkan. Kekayaan hutan tersebut perlu dijaga, dilindungi, dan 
dilestarikan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pengertian 
hutan menurut Arief adalah sebagai kumpulan pohon-pohon yang tumbuh 
rapat  beserta  tumbuhan  memanjat  dengan  bunga yang memiliki warna yang  
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beragam dimana memiliki peran penting dalam kehidupan. Sedangkan 
Damayanti menjelaskan hutan sebagai bagian integral dan tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan masyarakat setempat.38 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
menjelaskan definisi hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat 
dipisahkan. Pengertian hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tidak jauh beda dengan perubahan Undang-Undang tersebut, yakni 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan dimana hutan adalah suatu kesatuan 
ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang 
didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat 
dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. 
Mencermati beberapa pengertian tentang hutan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa 
hamparan lahan yang berisi tumbuh-tumbuhan, alam, hewan, yang hidup 
dalam lapisan permukaan tanah sehingga membentuk iklim mikro yang khas 
serta berbeda dengan area luarnya. Namun secara sederhana, di dalam ilmu 
kehutanan hutan diartikan sebagai suatu kumpulan biologi yang di dominasi 
oleh  pepohonan  dan  tanaman  besar.  Bila  dilihat  secara  umum, negara kita  
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Indonesia membagi hutan menjadi dua sisi yaitu status hutan dan fungsinya. 
Jika melihat dari status, akan diketahui pemilik dari suatu daerah hutan yang 
ada. Sedangkan jika dilihat dari fungsi hutan yang ada, fungsi hutan ini akan 
dikenali sesuai dengan bagaimana hutan itu dikelolanya. 
2. Pengertian Pembakaran dan Kebakaran Hutan  
Di lingkup ilmu kehutanan sedikit perbedaan istilah kebakaran hutan  
dan pembakaran hutan. Pembakaran hutan identik dengan kejadian yang 
disengaja pada satu lokasi dan luasnya telah ditentukan. Guna untuk membuka 
lahan, meremajakan hutan atau mengendalikan hama. Sedangkan kebakaran 
hutan lebih kepada kejadian yang tidak disengaja atau dapat juga terjadi secara 
alamiah. Pada praktiknya pembakaran hutan bisa menjadi tidak terkendali dan 
memicu kebakaran hutan.39  
Kebakaran hutan telah menjadi masalah seriusa yang sampa saat ini 
masih belum dapat diatasi dengan baik. Statistik menunjukan bahwa masalah 
kebakaran hutan setiap tahun semakin meningkat. Peningkatan ini disebabkan 
oleh meningginya kegiatan penyimpanan lahan dalam sekala kecil maupun 
besar mulai dari perladangan hingga konservasi hutan untuk pertanian dan 
perkebunan, pembangunan hutan tanaman yang lebih rawan terbakar, 
pertambahan jumlah penduduk dan kondisi iklim yang tidak menetu dengan 
kecenderungan semakin panas.40  
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Kebakaran hutan di Indonesia menjadi penyumbang terbesar laju 
deforestasi, bahkan lebih besar dari konservasi lahan untuk petanian dan ilegal 
loging. Kebakaran hutan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 
P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan yaitu suatu 
keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan 
dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai 
lingkungan. Menurut pakar kehutanan Saharjo, pembakaran yang penjalaran 
apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti 
serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak 
pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon.41 
Kebakaran hutan yang dipicu kegiatan manusia bisa diakibatkan dua 
hal, secara sengaja dan tidak sengaja. Kebakaran secara sengaja kebanyakan 
disebabkan karena eksploitasi sumber daya alam, baik untuk meremajakan 
hutan, membersihkan lahan atau memberantas hama. Sedangkan kebakaran 
tidak disengaja lebih disebabkan kelalaian, seperti lupa mematikan api 
unggun, membakar sampah, puntung rokok, dan tindakan kelalaian lainnya. 
3. Jenis-Jenis Kebakaran Hutan 
Dilihat dari jenisnya, menurut Sumardi dan Widyastuti, kebakaran 
hutan dibedakan ke dalam tiga macam, antara lain:  
a. Kebakaran permukaan (surface fire), yaitu kebakaran yang membakar 
bahan-bahan  yang  tersebar pada permukaan lantai hutan, seperti: serasah,  
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cabang dan ranting mati yang gugur dan tumbuhan bawah. Bentuk api 
dalam kebakaran hutan ini seperti api unggun, yang mana angin yang 
memainkan peran dalam penyebaran api yang menimbulkan kebakaran 
hutan.  
b. Kebakaran bawah (gound fire), yaitu kebakaran yang terjadi pada jenis 
tanah yang mempunyai lapisan bahan organik tebal. Proses kebakaran 
bergerak sangat lamban sehingga membakar seluruh bahan organik yang 
ada di atasnya. Pengaruh angin dan faktor luar adalah relative kecil. 
Terutama pengaruh angin terhadap penjara. Bentuk penjalaran pada 
kebakaran bawah adalah berupa lingkaran yang berjalar sangat lamban.  
c. Kebakaran tajuk (crown fire), yaitu kebakaran yang terjadi pada lantai 
hutan dengan lapisan tumbuhan bawah yang tebal dan kering, seringkali 
ditambah banyaknya sisa kayu penebangan atau bahan mati lainya. 
Peristiwa kebakaran tajuk merupakan peristiwa kebakaran yang besar dan 
biasanya merupakan akibat dari penjalaran kebakaran permukaan. 
Pengaruh angin pada kebakaran tajuk sangat berarti dalam menentukan 
dalam penyebaran api.42  
Kebakaran yang sering menimbulkan terjadinya kebakaran hutan pada 
umumnya yaitu kebakaran tajuk (crown fire). Kebakaran ini jika terjadi 
bersamaan dengan kondisi cuaca yang memungkinkan dapat menimbulkan 
asap   dan   terjadinya   pencemaran  udara    lintas   batas.   Kebakaran   hutan  
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merupakan masalah kebijakan. Dampak kebkaran hutan merupakan rangkaian 
berbagai masalah kasrena dampak yang ditimbulkan kebakaran hutan ternyata 
sangat kompleks. Kebakaran hutan tidak hanya berdampak terhadap ekologi 
dan mengakibatkan kerusakan lingkungan saja. Namun dampak dari kebakran 
hutan ternyata mencakup bidang-bidang lain.  
Empat dampak yang terindikasi sebagai dampak dari kebakaran hutan 
dampak terhadap sosial, budaya, ekonomi dan ekologi dan kerusakan 
lingkungan. Kebakaran hutan memberikan dampak yang signifikan terhadap 
kehidupan sosial, budaya dan ekonomi yang meliputi diantaranya meliputi:  
a. Terganggunya aktivitas sehari-hari, asap yang diakibatkan oleh kebakaran 
hutan secara otomatis mengganggu aktivitas sehari-hari di dalam maupun 
di luar ruangan.  
b. Menurunya produktivitas, terganggunya aktivitas manusia akibat 
kebakaran hutan dapat mempengaruhi produktivitas dan penghasilan.  
c. Hilanggnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Selain 
itu, bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari mengelola hasil 
hutan, dengan terbakarnya hutan berarti hilang pula areka kerja.  
d. Meningkatkan hama, kebakaran hutan akan memusnahkan sebagian 
sepesies dan merusak keseimbangan alam sehingga spesies-spesies yang 
berpotensi menjadi hama tidak terkontrol. Selain itu, terbakarnya hutan 
akan membuat sebagain binatang kehilangan habitatnya.  
e. Terganggunya kesehatan, kebakaran hutan berakibat pada pencemaran 




manusia, anata lain infeksi saluran pernafasan, iritasi kult, iritasi mata, dan 
lain-lain.  
f. Menghabiskan anggaran negara, setiap tahunnya diperlukan biaya yang 
besar untuk menangani (menghentikan) kebakaran hutan. Merehabilitasi 
hutan yang terbakar serta dampak lain seperti kesehatan masyarakat.  
g. Menurunya devisa negara. Hutan menjadi salah satu sumber devisa negara 
baik dari kayu maupun produk non kayu lainya, termasuk pariwisata.43  
Dampak terhadap ekologis kerusakan lingkungan memberikan dampak 
langsung terhadap ekologi dan lingkungan yang diantaranya:  
a. Hilangnya sejumlah sepesies, kebakaran hutan juga mengancam 
kelangsungan hidup sejumlah binatang. Berbagai sepesies (tumbuhan 
maupun hewan) terancam punah akibat kebakaran hutan.  
b. Erosi adalah peristiwa pengikisan padatan (tanah dan batuan dan pertikel 
lainya), hutan dengan tanamannya berfungsi sebagai penahan erosi. Ketika 
tanaman musnah akibat kebakaran hutan akan menyisakan lahan hutan 
yang mudah terkena erosi.  
c. Alih fungsi hutan, kawasan hutan yang terbakar membutuhkan waktu yang 
lama untuk menjadi hutan.  
d. Penurunan kualitas air, salah satu fungsi ekologis hutan adalh dalam daur 
hidrologis. Terbakarnya hutan memberikan dampak hilangnya 
kemampuan hutan menyerap dan menyimpan air hujan. 
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e. Pemanasan global, kebakaran hutan menghasilkan asap dan gas lainya. 
Dengan terbakarnya hutan akan menurunkan kemampuan hutan sebagai 
penyimpan karbon.  
f. Sendimentasi sungai, debu dan sisa pembakaran yang terbawa erosi akan 
mengendap disungai dan menimbulkan pendangkalan.  
g. Meningkatnya bencana alam, terganggunya fungsi ekologi hutan akibat 
kebakaran hutan membuat intensitas bencana alam (banjir, tanah longsor, 
dan kekeringan meningkat).44  
Dampak terhadap hubungan anatar negara. Asap hasil kebakaran hutan 
menjadi masalah serius bukan hanya di daerah sekitar hutan saja bahkan 
mencapai berbagai negara tetangga seperti Singapura, Malasiya, Brunei 
Darussalam. Dampak terhadap perhubungan dan pariwisata, kebakaran hutan 
pun berdampak pada pariwisata baik secara langsung ataupun tidak langsung, 
seperti ditutupnya obyek wisata hutan dan berbagai sarana pendukungnya, 
terganggunya transportasi, terutama transportasi udara. Kesemuanya berakibat 
pada penurunan tingkat wisatawan secara nasional.  
4. Tindak Pidana Hutan 
Dilihat dari jenisnya, menurut Sumardi dan Widyastuti, kebakaran 
hutan dibedakan ke dalam tiga macam, antara lain:  
a. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan dan kerusakan hutan. 
Tindak  pidana  ini diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 41  





Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu barang siapa dengan sengaja 
merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, dan dengan sengaja 
menimbulkan kerusakan hutan. Barangsiapa dengan sengaja melakukan 
perbuatan pidana tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling bayak Rp.10.000.000.00,00 
(sepuluh milyar). Untuk merusak sarana dan prasarana hutan hanya 
dikenakan kepada orang perorangan, sedang terhadap perbuatan yang 
menimbulkan kerusakan hutan dikenakan pada orang atau badan hukum 
korporasi.  
b. Membakar Hutan. Merupakan bentuk perbuatan kerusakan hutan yang 
paling sering kita temui. Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi 
karena kelalaian yang mengakibatkan kebakaran hutan. Tindak pidana ini 
diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan, diancam hukuman penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh 
milyar rupiah). Sedangkan jika kebakran hutan terjadi akibat kelalaian 
maka diancam hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 
paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).  
c. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal. Tindak pidana ini 
diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan, barang siapa melakukan perbuatan menebang pohon, 
memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak dan ijin 




tahun dan denda Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Termasuk 
yang diancam dalam pasal ini adalah barang siapa menerima, membeli 
atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan atau memiliki hasil 
hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang 
diambil atau dipungut secara tidak sah.  
d. Melakukan penambangan dan eksploitasi bahan tambang tanpa ijin. 
Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-
Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kahutanan adalah barangsiapa 
melakukan penambagan dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung 
dalam bentuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi 
barang tambang tanpa ijin dari mentri, diancam pidana paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling bayak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar 
rupiah).  
e. Memiliki hasil hutan tanpa keterangan. Perbuatan yang diancam dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan ini adalah barang siapa dengan sengaja mengangkut, 
menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan 
bersama-sama dengan suarat keterangan sahnya hasil hutan, diancam 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar).  
f. Mengembala ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara 
khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang. Perbuatan 




mengembala ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuj secara khusus 
oleh pejabat yang berwenang diancam dengan pidana penjara paling lama 
3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah). Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-undang No.41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan.  
g. Membawa alat-alat berat tanpa ijin. Perbuatan yang diancam dalam 
ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf j Undanag-Undang No. 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan ini adalah barangsiapa dengan sengaja membawa alat-
alat berat atau alat-alat yang lainnya yang tak lazim atau patut diduga akan 
digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa ijin 
pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama 5 (lima ) 
tahundan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah). 
h. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan 
kerusakan serta membahayakan keadaan atau kelangsungan fungsi hutan 
ke dalam kawasan hutan. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 50 ayat (3) 
huruf l Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kahutanan adalah 
barangsiapa dengan sengaja membuang benda-benda yang dapat 
menyebabkan kebakaran, kerusakan, atau membahayakan keberadan atau 
kelangsungan fungsi hutan, diancam dengan hukuman penjara paling 
laman 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah).  
i. Membawa satwa liar atau tumbuhan yang dilindungi. Perbuatan pidana 




Tahun 1999 tentang Kehutanan ini yaitu barangsiapa dengan sengaja 
mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa 
liar yang dilindungi undang-undang tanpa ijin pejabat yang berwenang, 
diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 
paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).45 
C. Tinjauan Umum tentang Kelalaian  
1. Pengertian Kelalaian  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kealpaan adalah kelalaian 
atau kelengahan.46 Sedangkan menurut yurisprudensi serta ilmu pengetahuan 
hukum pidana menjelaskan kelalaian/kealpaan (culpa) sebagai “kurang 
mengambil tindakan pencegahan” ataupun “kurang berhati-hati”.47 Vos 
berpendapat bahwa pada kealpaan itu terdapat dua unsur, sebagai berikut: 
a. Pembuat mampu “menduga terjadinya akibat” pada perbuatannya.  
b. Pembuat “kurang berhati-hati”.48  
Jika dibandingkan sanksi pidana maupun ancaman hukuman pada 
bentuk kesalahan yang lain, dalam hal ini “kesengajaan”, maka kebanyakan 
pakar sepakat bahwasanya “kealpaan” merupakan bentuk kesalahan yang 
lebih ringan.49 Pada esensinya, bentuk kealpaan terdiri dari:  
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a. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Maksud dalam hal kealpaan 
ini, “Si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu 
akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga 
akibat tersebut.”50  
Contoh: “A mengendarai mobil yang remnya blong, supaya tidak terjadi 
tabrakan maka A menjalankannya dengan pelan-pelan dan memilih jalan 
yang tidak ramai tetapi tabrakan terjadi juga.”51  
b. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Maksud dalam hal 
kealpaan ini, “Si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan 
timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh  
undang-undang, sedang seharusnya ia memperhitungkan akan timbulnya 
suatu akibat.”52  
Contoh: “A membuang puntung rokok yang masih berapi pada tong 
sampah dekat rumah dengan tidak membayangkan kemungkinan akan 
terjadi kebakaran. Api dari puntung rokok itu membesar dan membakar 
sampah itu lalu menjilat rumah tersebut hingga terjadilah kebakaran 
hebat.”53 
Selain dari apa yang telah di uraikan di atas, terdapat juga pakar yang 
membedakan bentuk “kealpaan” sebagai culpa lata merupakan kealpaan yang 
diterjadi secara terang-terangan dan culpa levis merupakan kealpaan yang 
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terjadi secara ringan.54 Culpa Levissima para ahli menyatakan dijumpai di 
dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya ringan, akan tetap di dalam hal 
pelanggaran dari buku III KUH Pidana, sebaliknya ada pandangan bahwa 
culpa levvisima oleh undang-undang tidak diperhatikan sehingga tidak 
diancam pidana. Sedangkan culpa lata dipandang tersimpul di dalam 
kejahatan karena kealpaan. 
Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada 
kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan 
dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang 
timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperaktikkan sebelumnya. 
Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara 
kesengajaan bersyarat (dolus eventualis) dengan kealpaan berat (culpa lata). 
Perkataan culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang 
dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan 
mengapa culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu 
keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau 
mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan 
tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak 
terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), dan pendek kata 
schuld (kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi). 
 
 
                                                 




2. Teori Kesengajaan dan Kealpaan (Kelalaian) Hukum Pidana 
Menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang 
dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” 
terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya. (Willens en wetens Veroorzaken 
van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan 
sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebuat dan/atau 
akibatnya. Dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan 
diperbedakan beberapa gradasinya. Gradasi kesengajaan tersebut adalah:  
a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Kesengajaan sebagai maksud 
berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan 
perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai 
perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.  
b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids 
of noodzakelijkheid bewustzijn). Pada gradasi kesengajaan dengan 
kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan 
atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah 
satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk 
tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.  
c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis). 
Kesengajaan dengan kesadaran-mungkin, sebelumnya disebut juga sebagai 
kesengajaan bersyarat, kesengajaan jenis ini bergradasi yang tertendah. 
Bahkan sering sukar memperbedakan dengan kealpaan (culpa). Yang 




atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta 
tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.  
Di dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari 
ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau ciri-
cirinya adalah:  
a. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena 
mengunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan 
ingatanya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain 
ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang 
kewaspadaan yang diperlakukan.  
b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat 
mencegah. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk 
tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi 
tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, 
karena bersifat melawan hukum M.v.T menjelaskan bahwa dalam hal 
kealpaan, pada diri pelaku terdapat:  
1) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, 
2) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan, dan  
3) Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan 
Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari 
kesalahan. bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan.55 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan dalam Hukum 
Positif di Indonesia 
Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab terjadinya degradasi 
lahan yang dapat mempengaruhi kualitas tanah dan menurunkan kesuburan 
tanah. Kejadian ini dapat terjadi karena di sengaja ataupun tidak di sengaja 
Penyebab meningkatnya degradasi dan deforestasi hutan dan lahan adalah 
pembakaran hutan. Melakukan pembakaran untuk persiapan lahan bukan 
merupakan fenomena baru di daerah tropis seperti Indonesia. Adapun 
penyebab kebakaran hutan di antarannya adalah sebagai berikut:  
1. Faktor alam, misalnya karena suhu pada musim kemarau yang sangat 
panas, sambaran petir, atau karena aktifitas vulkanik dari gunung berapi 
(aliran lahar ataupun awan panas).  
2. Kecerobohan manusia, contohnya adalah membuang puntung rokok 
sembarangan atau lupa untuk mematikan api ketika melakukan 
perkemahan.  
3. Pembukaan lahan baru atau membersihkan lahan pertanian dengan 
membakarnya, dan tindakan vandalisme.  
4. Ground fire atau kebakaran yang terjadi di dalam tanah, biasanya terjadi di 
dalam tanah, biasanya terdapat di daerah yang memiliki tanah gambut 
sehingga dapat menyulut terjadinya api terutama di musim kemarau di 




Jadi dapat dikatakan tidak hanya faktor alam yang berpengaruh 
misalnya udara yang sangat panas disaat musim kemarau namun juga karena 
ulah manusia yang tidak sadar akan pentingnya hutan dan sikap yang ceroboh 
baik disengaja maupun tidak disengaja. Keanekaragaman hayat merupakan 
gudang plasma nutfah (sumber genetik) dari berbagai jenis tumbuhan (flora) 
dan binatang (fauna). Jika hutan rusak, dapat di pastikan akan terjadi erosi 
plasma nutfah yang akan berakibat punahnya berbagai kehidupan yang 
tadinya ada di hutan serta menurunnya keanekaragaman hayati.  
Perlu diperhatikan bahwa keanekaragaman hayati merupakan sumber 
daya alam yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, Perlu adabta upaya untuk 
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 
pedoman hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan 
bernegara terkait dengan kebakaran hutan. Adapun pengaturan hukum tindak 
pidana pembakaran hutan dalam hukum positif di Indonesia.  
1. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
Pengaturan Tindak Pidana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan mengatur mengenai larangan untuk melakukan 
pembakaran hutan, yang notabenenya hutan adalah bentuk dari lahan. 
Tindak pidana pembakaran hutan diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, 
yang berbunyi “setiap orang dilarang membakar hutan”. Adapun sanksi 
pidana dari tindak pidana pembakaran hutan baik di sengaja maupun tidak 
disengaja diatur dalam Pasal 78 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 




Pasal 78 ayat (3):  
“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000,00; (lima milyar rupiah).”  
Pasal 78 ayat (4):  
“Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksudkan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling bayak 
Rp.1.500.000.000,00; (satu milyar lima ratus juta rupiah).”  
Kebakaran hutan dapat menibulkan kerusakan hutan dan pelakunya 
tidak hanya orang perorangan tetapi bisa juga dilakukan oleh korporasi. 
Pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan dapat dikenai 
sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 ayat (3) bagi yang membakar 
hutan dengan sengaja, sedangkan Pasal 78 ayat (4) mengancam bagi siapa 
saja yang karena kelalaiannya menyebabkan kebarakan hutan.  
2. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Undang-
undang ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara telah 
menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan diperbolehkan oleh 
Negara yang dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada  




lahan dengan cara membakar adalah perbuatan yang dilarang, namun 
sepanjang masyarakat setempat (masyarakat lokal) melakukan 
pembakaran tidak lebih dari dua hektar, pada saat pembakaran dibuat sekat 
bakar untuk menghalangi merembetnya api. Makanya pembukaan lahan 
tersebut dibenarkan dan dilindungi oleh undang-undang. Lain halnya jika 
dalam proses pembukaan lahan tersebut terjadi rembetan api yang 
menyebabkan luasan pembakaran menjadi lebih dari dua hektar, maka 
pelaku pembakaran dapat dikenakan hukuman pidana. 
Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini 
dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan 
ancaman sanksi pidana. Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaiman 
diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UUPLH dihubungkan dengan Pasal 41 ayat 
(2), Pasal 43 dan Pasal 44 UUPLH melalui metode kontruksi hukum dapat 
diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan 
yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Rumusan 
ini dikatakan sebagai rumusan umum (genus) dan selanjutnya dijadikan 
dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus 
(species), baik dalam ketentuan dalam UUPLH maupun dalam ketentuan 
undang-undang lain (ketentuan sektoral diluar UUPLH) yang mengatur 
perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup. Kata “mencemarkan” 
dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” adalah 
memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya 




mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif 
(kata benda) dalam proses menimbulkan akibat. 
Teknik perumusan dan tindak pidana pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup yang begitu luas dan abstrak, juga dapat 
menyulitkan penegak hukum pidana lingkungan, sebab jika aparat 
penegak hukum (termasuk hakim) tidak peka dalam merespon 
perkembangan yang tejadi di dalam masyarakat dibidang lingkungan 
hidup, dapat memberi peluang bagi penegak hukum untuk 
menyelewengkan hukum untuk kepentingan lain (kepentingan pribadi). 
UUPLH sebagai undang-undang payung (umbrella act) dari undang-
undang lain (sektoral) dibidang pelestarian lingkungan hidup, rumusan 
yang umum dan abstrak tersebut diharapkan dapat menjangkau perbuatan 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diatur atau yang akan 
diatur dalam undang-undang sektoral lainnya.56 
Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukanya  
mahluk hidup, zat, energi, dan komponen lain kedalam lingkungan hidup 
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup 
yang telah ditetapkan. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan 
langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati 
lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakaan lingkungan 
hidup. Kebakaran  hutan  atau  kebakaran  lahan juga dapat mengakibatkan  
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pencemaran lingkungan hidup dan kerusakaan lingkungan hidup sehingga 
dapat dikenai sanksi berdasarkan UUPPLH sebagai berikut: Pasal 69 ayat 
(1) huruf h, berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan 
dengan cara membakar” dan Pasal 69 ayat (2) berbunyi “Ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan 
sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”. 
Sanksi pidana dari tindak pidana pembakaran hutan Pasal 69 ayat 
(1) huruf h diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Pasal 108: 
Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
Sanksi pidana dari tindak pidana pembakaran hutan Pasal 69 ayat 
(2) diatur dalam Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
Pasal 98: 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, 
baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 




Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). 
(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah). 
Pasal 99: 
(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya 
baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau 
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).  
(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) 
tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). 
Pasal 119: 
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap 
badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata 
tertib berupa: 
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 
b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 
c. perbaikan akibat tindak pidana; 
d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau 
e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) 
tahun. 
Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) 
adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) 




dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjalaran api ke wilayah 
sekeliling.  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 
Pengaturan Tindak Pidana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
tentang Perkebunan mengatur mengenai larangan untuk membuka 
dan/atau mengelola lahan dengan cara membakar. Tindak pidana 
pembakaran hutan atau lahan diatur dalam Pasal 56 ayat (1), yang 
berbunyi ““setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau  
mengelola lahan dengan cara membakar”. Adapun sanksi pidana dari 
tindak pidana pembakaran hutan atau lahan tersebut diatur dalam Pasal 
108 sebagai berikut: 
Pasal 108:  
“Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengelola 
dengan cara membakar sebagian dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.  
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Pengaturan Tindak Pidana KUHP mengatur mengenai kebakaran 
hutan diatur dalam Pasal 187 dan Pasal 189 sebagai berikut: 
Pasal 187 KUHP:  
“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau 
banjir, diancam:  
a. Dengan pidana penjara paling dua belas tahun, jika karena perbuatan 
tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;  
b. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena 
perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;  
c. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu 
paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas 




Pasal 189 KUHP: 
“Barang siapa pada waktut ada atau akan ada kebakaran, dengan  
sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat  
dipakai perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara  
apa pun merintangi atau menghalang-halang pekerjaan memadamkan api,  
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. 
Berdasarkan penelusuran penulis dari berbagai peraturan perundang-
undangan di Indonesia, maka dapat diketahui bahwa pengaturan hukum tindak 
pidana pembakaran hutan dalam hukum positif di Indonesia, antara lain 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) 
huruf d, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) huruf h dan ayat (2), 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 56 ayat (1), 
dan KUHP Pasal 187 dan 189.  
B. Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Turut serta karena Kelalaiannya 
yang Menyebabkan Kebakaran Hutan pada Putusan Nomor 
151/Pid.B/LH/2019/PN Slw 
Secara faktual, dewasa ini banyak terjadi pembakaran hutan, yang 
dilakukan dengan kesengajaan oleh pihak-pihak tertentu. Pembakaran hutan 
secara sengaja maupun tidak sengaja pada hakikatnya merupakan tindak 
pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang kehutanan dan berbagai 
peraturan pelaksanaannya. Terdapat beberapa kasus pembakaran hutan yang 
diproses melalui pengadilan dengan menerapkan tindak pidana kehutanan. 
Lalu bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku yang turut serta karena 




Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah 
kasusnya dan akibat adalah hukumanya. Orang yang terkena akibat akan 
memperoleh sanksi baik hukuman penjara atau hukuman kurungan dan 
hukuman lainnya. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat 
nestapa yang diancamkan atau yang dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku 
perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau 
membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya untuk 
membuat jera pelaku kejahatan lazim juga disebut dengan pidana adalah 
penderitaan atau nestapa atau sengaja dibebankan kepada orang yang 
melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana.57 
Sanksi tindak pidana pembakaran hutan di dalam berbagai peraturan 
pelaksana hanya memuat dua macam sanksi: sanksi pidana dan sanksi 
administratif, sedangkan yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata 
belum diatur secara khusus dalam peraturan diatas. Tetapi dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diatur tiga jenis 
sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana 
atau perbuatan melawan hukum. Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam 
undang-undang tersebut, yaitu:  
1. Sanksi administratif (Pasal 80 ayat (2)) 
2. Sanksi pidana (Pasal 78) 
3. Tanggung jawab perdata dan ganti rugi (Pasal 80 ayat (1).58 
 
                                                 
57 Andrisma, Tri, Op Cit, hal. 8. 




Sanksi pidana terhadap pelaku yang turut serta karena kelalaiannya 
yang menyebabkan kebakaran hutan pada penelitian ini akan menganalisis 
putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2019/PN Slw. Pada kasus tersebut, terdakwa 
Tarmad Bin Warsip didakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh 
lakukan atau turut serta melakukan, karena kelalaiannya membakar hutan”. 
Adapun posisi kasus tersebut yaitu diawali dengan terdakwa Tarmad bin 
Wasrip, bersama dua orang temannya Sumiin alias Mi’in bin Roni dan 
Sugiyanto berangkat menuju ke kawasan hutan untuk mencari landak. 
Sesampainya dilokasi mereka bertiga terdakwa Tarmad bin Wasrip, Sumiin 
dan Sugiyanto mulai menggali lobang landak tersebut dengan bergantian dan 
terdengar adanya pergerakan dari dalam lobang.  
Terdakwa Tarmad bin Wasrip, Sumiin alias Mi’in bin Roni dan 
Sugiyanto meyakini masih ada landak di dalam lobang tersebut. Guna 
mempercepat landak keluar dari sarangnya kemudian mereka bertiga terdakwa 
Tarmad bin Wasrip, Sumiin alias Mi’in bin Roni dan Sugiyanto berupaya 
memancing landak keluar dengan mengasapi lobang dengan cara terdakwa 
Tarmad Bin Wasrip, Sumiin alias Mi’in Bin Roni dan Sugiyanto mencari 
dahan kayu basah dan memotongnya menjadi beberapa bagian, kemudian 
Sumiin Alias Mi’in Bin Roni mencari patahan/tatalan kayu pinus kering untuk 
membuat asap dan oleh terdakwa Tarmad Bin Wasrip menyusun 
patahan/tatalan kayu pinus kering tersebut diatas lubang. Setelah itu atas 




membakar patahan/tatalan kayu pinus kering yang sudah disusun dengan 
korek api gas milik dari Sugiyanto setelah patahan/tatalan kayu pinus kering 
terbakar oleh terdakwa Tarmad Bin Wasrip dan Sugiyanto mengipas-
ngipasnya dengan daun secara bergantian sehingga api membesar dan 
menimbulkan asap. Namun demikian, ternyata ada percikan api yang keluar 
dan membakar rumput kering disekitar lubang landak, hingga akhirnya api 
menjadi besar dan susah untuk dipadamkan meluas hingga membakar 
benda/barang serta tanaman yang ada dikawasan hutan pinus petak 4b, 4a, 4c 
dan 1q Clirit Perhutani KPH Pekalongan Barat BKPH Bumijawa RPH 
Kalibakung dengan total keseluruhan kawasan hutan yang terbakar seluas 
21.70 (HA). 
Berdasarkan surat dari Perhutani Nomor: 465/058.2/PKB/DIVRE 
JATENG/2019 tanggal 27 November 2019 Perihal Laporan Kejadian 
Kebakaran Hutan RPH kalibakung BKPH Bumijawa KPH Pekalongan Barat 
yang ditanda-tangani oleh Ir. Gunawan Catur HR, MP selaku Kepala Perum 
Perhutani KPH, akibat perbuatan dari terdakwa SUMIIN Alias MI’IN bin 
Roni bersama-sama dengan sdr. Tarmad Bin Wasrip dan Sugiyanto (DPO) 
pihak Perum Perhutani RPH Kalibakung BKPH Bumijawa KPH Pekalongan 
Barat mengalami kerugian dengan rician: 
1. Luas: 21,7 x Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu 
rupiah)/Hektar = Rp.81.375.000,- (Delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh 




2. Untuk getah PINUS 2446 Kg x Rp.4.032,- (empat ribu tiga puluh dua 
rupiah) = Rp. 9.862.272,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh dua 
ribu dua ratus tujuh dua rupiah). 
Sehingga total seluruh kerugian sebesar Rp. 91.273.272,- (sembilan 
puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua 
rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 78 
ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf (d) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum 
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 155/Pen.Pid/ 
2019/PN Slw memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah 
diperlihatkan di persidangan yang mana saksi-saksi dan terdakwa 
membenarkannya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa 
dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.  
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi pidana 
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-
unsur pidana. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 
tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (3) 
huruf (d) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Unsur “barangsiapa”; 
2. Unsur “karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan”; 




Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan 
tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa Tarmad Bin Wasrip bersama-sama 
dengan Saksi Sumi’in Alias Mi’in Bin Roni dan saudara Sugiyanto untuk 
memenuhi keseluruhan delik. Majelis Hakim berkeyakinan unsur Turut Serta 
Melakukan ini telah terpenuhi secara hukum. Oleh karena semua unsur dari 
Pasal 78 ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI No. 41 tahun 1999 
tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka 
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal 
yaitu tindak pidana “Turut Serta Karena Kelalaiannya Menyebabkan 
Kebakaran Hutan”. Di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal 
yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan 
pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung 
jawabkan perbuatannya dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan 
dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 
kurungan selama 3 (tiga) bulan. 
Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 
hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber 
daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 
lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Jenis hutan 




hutan musim, hutan hujan tropis. Dimana fungsi hutan menurut undang-
undang adalah menghasilkan oksigen sebagai paru-paru dunia, menyerap air 
hujan, sumber keanekaragaman hayati, mencegah bencana dan sebagai sumber 
pendapatan warga sekitarnya,  
Sanksi pidana bagi orang yang membakar hutan menurut undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diancam hukuman pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Peristiwa kebakaran 
hutan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 di hutan pinus 
petak 4a, 4b, 4c dan 1q RPH Kalibakung BKPH Balapulang yang berada di 
Desa Kalibakung Kec. Balapulang Kab. Tegal tersebut mengakibatkan 
kerusakan lingkungan ekosistem yang ada di hutan, sumber mata air serta 
petani sadap pinus tidak dapat bekerja karena pohonnya mati. Perhutani 
mengalami kerugian akibat peristiwa kebakaran hutan di petak 4a, 4b, 4c dan 
1q RPH Kalibakung BKPH Balapulang tersebut.  
Perbuatan seseorang yang mengakibatkan kebakaran hutan di petak 4a, 
4b, 4c dan 1q RPH Kalibakung BKPH Balapulang tersebut melanggar hukum 
karena hutan tersebut termasuk dalam hutan yang dilindungi oleh Undang-
Undang. Atas dasar pertimbangan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut 
Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda 
sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, 
untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut 




untuk dapat dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang 
melakukan tindak pidana. 
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi 
pidana terhadap pelaku yang turut serta karena kelalaiannya menyebabkan 
kebakaran hutan pada putusan nomor 151/Pid.B/LH/2019/PN Slw berupa 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda 
sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila 
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) 
bulan. Menurut penulis sanksi pidana yang diberikan hakim sudah benar 
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dengan 
mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Pemidanaan bukan saja 
sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (aspek 
edukatif) kepada orang yang melakukan tindak pidana. 
Tindakan pidana terdakwa termasuk tindak pidana karena kelalaian 
dimana Terdakwa dan teman-temannya tidak sengaja melakukan pembakaran 
hutan, mereka juga setelah melihat ada percikan api yang berasal dari 
pembakaran kayu tersebut hingga membakar semak-semak di sekitar lokasi 
sarang landak, berusaha memadamkan api namun karena tertiup angin 
sehingga api membesar dan merembet semakin luas. Kelalaiannya dalam 
doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “culpa” yang berarti kesalahan 
yang tidak disengaja. Adapun beberapa persyaratan perbuatan memenuhi 
kualifikasi sebagai culpa menurut Pompe adalah pelaku dapat memperkirakan 




menurut Van Hammel menyebutkan ada dua syarat culpa yaitu tidak 
mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak 
mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Menurut 
doktrin hukum pidana culpa dibedakan menjadi dua yaitu culpa yang disadari 
(bewuste schuld) di sini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan 
beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibat 
tidak akan terjadi, dan culpa yang tidak disadari (onbewuste schuld) dalam hal 
ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan 
timbulnya akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. 
Terdakwa di persidangan bersikap sopan dan mengakui terus terang 
perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi juga 
menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana. Diharapkan 
kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi 
lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara 
terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan 






A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengaturan hukum tindak pidana pembakaran hutan dalam hukum positif 
di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf d, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 
ayat (1) huruf h dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
tentang Perkebunan Pasal 56 ayat (1), dan KUHP Pasal 187 dan 189. 
2. Sanksi pidana terhadap pelaku yang turut serta karena kelalaiannya yang 
menyebabkan kebakaran hutan pada putusan nomor 151/Pid.B/LH/2019/ 
PN Slw berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan 
dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sanksi pidana yang diberikan 
hakim sudah benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu 
perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 78 ayat (4) Jo Pasal 
50 ayat (3) huruf (d) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pemidanaan bukan saja 
sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (aspek 




B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Para penegak hukum terutama Hakim agar lebih teliti dan cermat serta 
menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam memberikan putusan yang 
berkaitan dengan perkara tindak pidana pembakaran hutan. Hajelis hakim 
dalam memeriksa suatu perkara sebaiknya tidak terpaku pada dakwaan 
penuntut umum. Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya 
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan yang 
memberatkan agar dalam vonisnya sesuai apa yang diperbuat oleh pelaku. 
2. Adanya pengaturan pembakaran hutan dan atau lahan, diharapkan penegak 
hukum agar dalam menangani kasus yang berhubungan dengan hutan dan 
atau lahan agar lebih tegas dalam penangannya dan perlunya peningkatan 
peran instansi terkait dalam penyuluhan fungsi hutan dan atau lahan dan 
hukum tentang pembakaran lahan. 
3. Masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan lingkungan 
hidup secara umum dan keadaan hutan secara khusus harus senantiasa di  
lindungi dan dijaga dan tidak melakukan hal-hal yang merusaknya serta 
mencegah tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. 
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